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Kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama Pemerintah dalam 
meningkatkan penerimaan Negara. Pada penelitian ini memiliki 
tujuan yaitu mencari bagaimana pengaruh administrasi pajak 
digital, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.  
Populasi pada penelitian ini berjumlah 188.232 wajib pajak orang 
pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying 
Bandung, dengan Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling dan 100 responden digunakan sebagai 
sampel yang dipilih berdasarkan rumus slovin. Metode Penelitian 
ini adalah kuantitatif deskriptif, mengandalkan angket kuesioner 
dengan 18 pertanyaan yang kemudian data tersebut akan diukur 
oleh peneliti dengan memanfaatkan skala Likert. Pengolahan data 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 
31 untuk menghitung serta menarik kesimpulan. Dalam penelitian 
ini menghasilkan bahwa ketiga variabel yaitu administrasi pajak 
digital, kualitas pelayanan fiscus, dan kesadaran wajib pajak 
masing-masing mempunyai dampak yang positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. 
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1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu instrumen hukum yang bersifat wajib dan diberlakukan 
pemerintah sebagai bentuk kontribusi masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Hukum tersebut mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak, 
baik individu maupun badan usaha. Menurut [1] pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai 
sumber utama penerimaan negara dan alat kebijakan dalam mendukung pembangunan nasional. Hal 
tersebut dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak meningkatkan kesadaran membayar pajaknya. 
Hal yang perlu diperhatikan agar pendapatan pajak semakin tinggi tidak hanya mengandalkan dirjen 
pajak maupun petugas yang bertugas di kantor pajak (fiskus). Namun, partispasi dari wajib pajak itu 
sendiri juga sangat penting [2], Indonesia menganut sitem self assesment, dasar hukum yang ini 
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan bahwa sistem self 
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assessment biasanya digunakan sebagai sistem pemungutan pajak di era yang modern. Implementasi 
yang dilakukan dalam sistem tersebut merupakan hal yang sangat penting, pajak penghasilan (PPh) 
merupakan salah satu yang menggunakan sistem self assessment dalam memungut pajak yaitu 
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak terutangnya. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 1 Nomor 14, 
surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai dokumen resmi yang digunakan dalam sistem pelaporan 
pajak di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan 
perhitungan pajak, status pelunasan, objek pajak, serta informasi harta dan kewajiban yang dimiliki 
sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. 

Sementara itu, di kota Bandung sejak diberlakukannya Perda kota Bandung No. 1 tahun 2024, 
hal ini membuat dasar hukum di kota ini lebih jelas dibandingkan regulasi sebelumnya sehingga 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Selain itu juga evaluasi 
yang dilakukan oleh Kementerian keuangan memicu revisi pasal-pasal yang memperluas jenis pajak dan 
distribusinya. Kota Bandung juga sudah mengimplementasikan sistem digital seperti e-SPT dan e-filling 
namun sistem tersebut masih memberikan beberapa kelemahan seperti kurangnya kesadaran dan 
pengetahuan pajak, banyak dari wajib pajak kurang memahami kewajiban seperti melaporkan SPT tepat 
waktu karena sosialisasi yang diberikan kurang intensif. 

Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak tidak selalu menjadi masalah negara. Berdasarkan data yang 
diperoleh pada kementerian keuangan per tanggal 31 Desember 2023, untuk pendapatan Indonesia dari 
pajak mencapai angka yang cukup besar yaitu Rp. 1.869, 23 triliun, tumbuh signifikan sebesar 8,9 persen 
dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya di 2022 sebesar Rp. 1.716,77 triliun. Angka 
tersebut menggambarkan penerimaan pajak setara 108,8 persen dari target Peraturan Presiden Nomor 
75 tahun 2023 mengenai perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 mengenai Rincian 
pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2023. (https://www.pajak.go.id). Peningkatan 
pendapatan pajak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperluas basis pajak 
berjalan dengan efektif melalui optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor ekonomi. 

Kepatuhan wajib pajak tercermin melalui sikap dan perilaku yang menunjukkan kemauan serta 
kesadaran dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku [3]. 
Faktor-faktor tersebut berkontribusi besar terhadap kurangnya kepatuhan masyarakat untuk 
melaksanakan dan membayar pajak, minimnya pengetahuan perpajakan dapat membuat masyarakat 
takut berhadapan dengan petugas pajak [4], dikarenakan banyaknya asumsi buruk tentang pajak yang 
menimbulkan rasa takut dan khawatir pada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 
Masyarakat juga harus sadar bahwa tanpa pajak, negara ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, 
karena banyak wajib pajak yang khawatir jika kontribusinya dalam membayar pajak akan 
disalahgunakan. 

Dominasi generasi milenial dalam era ekonomi digital saat ini ditandai dengan kemampuan 
adaptasi teknologi yang tinggi, menciptakan peluang bagi institusi perpajakan untuk mengembangkan 
program literasi pajak melalui pendekatan teknologi digital. Pandangan mengenai administrasi pajak 
yang banyak dan rumit dapat berubah dengan melakukan proses administrasi pajak digital yang 
diterapkan. Menurut [5] mengungkapkan bahwa Implementasi teknologi informasi yang berhasil 
menjadi penentu utama keberhasilan institusi perpajakan dalam menghadapi tantangan masa depan, 
meliputi pengelolaan risiko kerugian, mitigasi kecurangan, dan optimalisasi pelayanan yang efektif dan 

efisien. Di era ekonomi digital, investasi teknologi perpajakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat 
dihindari karena memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas organisasi 

dan optimalisasi kinerja penerimaan pajak. Transformasi digital dalam administrasi pajak memperkuat 
kemampuan institusi perpajakan untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan yang efektif bagi 
masyarakat wajib pajak. 

Terwujudnya administrasi pajak yang efektif memerlukan pembentukan lingkungan 
masyarakat yang memiliki motivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan secara sukarela. 
Kondisi ini akan membentuk karakter wajib pajak yang memiliki kesadaran dan kerelaan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan [6]. Disisi lain, disebutkan bahwa Administrasi pajak mencakup 
kegiatan pelayanan dan pengelolaan hak serta kewajiban wajib pajak dalam pelaksanaan sistem 
perpajakan. Dalam cakupan yang lebih luas, administrasi pajak berhubungan dengan fungsi, sistem, 
lembaga, serta manajemen publik dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan [7].  Pada era transformasi 
digital saat ini, proses administrasi pajak digital membawa peluang untuk dapat menyederhanakan 

https://www.pajak.go.id/
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proses bisnis dalam hal pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi Direktorat Jendral Pajak 
dalam menjalankan tugasnya dan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya  

Kualitas pelayanan fiskus juga menjadi salah satu faktor dalam kontribusi kepatuhan wajib 
pajak. Tingkat pelayanan yang tinggi dapat membuat wajib pajak merasa aman dan nyaman wajib pajak 
saat berhadapan dengan petugas pajak [7]. Kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat dari persepsi 
masyarakat terhadap tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak [6], [3]. 
Pelayanan yang diterima harus sesuai dengan harapan wajib pajak, jika hal tersebut dapat terealisasi 
kan maka kualitas pelayanan pajak dapat dikatakan baik, sebaliknya jika tidak sesuai dengan harapan 
wajib pajak maka kualitas pelayanan pajak tersebut tidak berkualitas [8]. Faktor-faktor lain yang tidak 
kalah penting dalam kepatuhan wajib pajak adalah nilai etika dan budaya masyarakat kepada 
pemerintah. Hal ini mungkin terlihat sepele tetapi bisa berakibat fatal. Banyak dari masyarakat 
mengabaikan hal tersebut, juga nilai etika merupakan sebuah hal yang harus dijunjung tinggi dalam 
kepatuhan wajib pajak. 

Kesadaran wajib pajak tercermin dalam kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan negara [9], [10]. Wajib pajak yang memiliki rasa 
tanggung jawab terhadap perpajakan tentunya akan mengakui, menghargai, dan memiliki kemauan 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran dalam membayar pajak menunjukkan adanya 
nilai moral dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional [11], [12]. 
Kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui kesungguhan dan kemauan mereka dalam mendukung 
pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat [13], [14]. Kesadaran wajib pajak 
terbentuk melalui pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. 
Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan perilaku yang mencakup 
aspek pengetahuan, keyakinan, dan penalaran untuk bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan 
pajak yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian wajib pajak harus 

menjadi fokus utama dalam strategi pengembangan kepatuhan perpajakan. Dengan melakukan 
pendaftaran sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika 
menerima penghasilan. Maka dari itu, pengetahuan pajak itu merupakan hal yang krusial dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu bagian utama yang terdapat dalam sistem perpajakan 
di Indonesia [15], [16]. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan kurang terserapnya pendapatan negara 
secara maksimal, ini tentunya menjadi masalah bagi Pemerintah karena secara umum pendapatan 
Negara utamanya berasal dari bidang perpajakan [17], [18]. Kepatuhan wajib pajak tercermin ketika 
wajib pajak mampu menjalankan seluruh kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku [19], [20]. Kepatuhan pajak yang tinggi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal 
negara serta memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. 
 
2. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada deskripsi fenomena atau suatu 
populasi berdasarkan angka dan statistik [21], [22]. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 
data angka dan teknik statistik untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan, serta menganalisis 
kaitan diantara variabel yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung yang 
jumlahnya sebanyak 188.232 orang. Mengingat keterbatasan dan luasnya populasi maka perhitungan 
sampel menggunakan rumusan slovin, dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10% sehingga didapat 
jumlah sampel sebanyak 99,94 atau dibulatkan 100 responden. Pada penelitian ini, peneliti 
menyebarkan kuesioner yang berisi 18 pertanyaan. Sebanyak 100 responden diberikan kuesioner dan 
peneliti menerima kembali sebanyak 100% dengan jumlah responden yang diteliti 
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3. HASIL DAN ANALISIS 

3.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang disebarkan memiliki tingkat 

validitas dan layak. Dalam uji ini setiap butir pertanyaan dan total skor masing-masing variabel 
dependen dan variabel independen akan dikorelasikan menggunakan Pearson-Moment. Hasil analisis 
yang didapatkan Rhitung akan dibandingkan dengan Rtabel, jika Rhitung lebih besar dari Rtabel maka 
data dikatakan valid. Uji ini memberikan gambaran awal mengenai sejauh mana butir pertanyaan dapat 
mengukur konstruk yang diharapkan secara tepat. Hasil lengkap uji validitas disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R-Hitung R-Tabel Keterangan 

Administrasi Pajak Digital (X1) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

0,439 

0,677 

0,603 

0,601 
0,619 

0,628 

0,196 

0,196 

0,196 

0,196 
0,196 

0,196 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
Valid 

Valid 

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

0,576 

0,704 
0,657 

0,747 

0,810 
0,651 

0,196 

0,196 
0,196 

0,196 

0,196 
0,196 

Valid 

Valid 
Valid 

Valid 

Valid 
Valid 

Kesadaran Wajib Pajak (X3) 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

0,715 

0,607 
0,789 

0,747 

0,668 
0,664 

0,196 

0,196 
0,196 

0,196 

0,196 
0,196 

Valid 

Valid 
Valid 

Valid 

Valid 
Valid 

 
Pada Tabel 1 hasil uji validitas diperoleh nilai N=100 menghasilkan df=N-2 = 100-1 = 98 dan nilai r-tabel 
sebesar 0,196. Hasil menunjukkan bahwa nilai Rhitung > nilai r-tabel 0,196 maka disimpulkan bahwa 
semua data valid dan dapat digunakan. Nilai korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa setiap indikator 
memiliki hubungan yang kuat terhadap konstruk variabelnya. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa 
instrumen yang digunakan mampu merepresentasikan konsep penelitian dengan baik. 

3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengukuran yang 
dilakukan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban 
responden menunjukkan konsistensi dari waktu ke waktu [23]. Variabel dapat dinyatakan reliabel 
apabila nilai cronbach alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai interval 0,60, berikut Tabel hasil uji 
reliabilitas dari setiap variabel. Uji ini juga berguna untuk menilai stabilitas hasil pengukuran pada 
waktu yang berbeda. Hasil pengujian reliabilitas secara rinci disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Nilai Interval Keterangan 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Administrasi Pajak Digital (X1) 
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 
Kesadaran Wajib Pajak (X3) 

0,636 
0,776 
0,834 
0,690 

 
 

0,60 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Berdasarkan Tabel 2, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai 

cronbach alpha > 0,60, oleh karena itu, seluruh variabel dinyatakan reliabel karena kesusuaian dengan 
instrument penelitian. Nilai tersebut menandakan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner 
memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Semakin tinggi nilai Cronbach Alpha, semakin baik reliabilitas 
instrumen yang digunakan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan 
dapat memberikan hasil yang serupa jika dilakukan pengujian ulang pada kondisi yang sama. 
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3.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari setiap variabel penelitian 
mengikuti distribusi normal [24], dengan menerapkan uji ini kita akan mengetahui apakah data telah 
berdistribusi normal apabila nilai signifikasi > 0,05, dan sebaliknya apabila nilai signifikasi < 0,05 maka 
dianggap data tidak berdistribusi normal. Uji ini penting untuk memastikan bahwa data memenuhi 
asumsi klasik regresi yang menjadi dasar dalam analisis statistik. Hasil pengujian normalitas 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

  Unstandarized Residual 
N   100 
Normal Parameters Mean .0000000 
  Std.Deviation 1,84664443 
Most Extreme Differences Absolute .065 
  Positive .057 
  Negative -0,065 
Test Statistic   .065 
Asymp. Sig. (2-tailed)   .200 

 
Berdasarkan Tabel 3, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

memiliki nilai 0,200 sehingga lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut 
menggambarkan bahwa model regresi terdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan uji selanjutnya 
yaitu Multikolinearitas. Distribusi data yang normal menunjukkan bahwa model regresi tidak 
mengalami penyimpangan dari asumsi normalitas. Kondisi ini memperkuat keandalan hasil uji statistik 
yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. 

3.4. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan korelasi antar variabel yang kuat atau 
lemah, diharapkan setiap variabel independen atau variabel bebas tidak mengalami multikolinearlitas 
yang signifikan, yang dinilai jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10. Pengujian ini dilakukan untuk 
memastikan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel bebas. Jika multikolinearitas terjadi, 
maka hasil analisis regresi dapat menjadi bias. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel 
Stastics 

VIF 
Nilai Interval 

Collinearity 
Tollerance 

Nilai Interval Keterangan  

Administrasi Pajak Digital (X1) 1.195 
10 

0,837 
0, 10 

Bebas Multikolinearlitas 
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 1.302 0,768 Bebas Multikolinearlitas 
Kesadaran Wajib Pajak (X3) 1.317 0,759 Bebas Multikolinearlitas 

 
Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, VIF memiliki nilai kecil dibandingkan 10 dan nilai tollerance 

lebih besar dibandingkan dengan 0,10 sehingga dinyatakan bahwa setiap variabel independen X1, X2, 
dan X3 tidak terjadi multikolinearlitas atau bebas dari uji multikolinearlitas. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa antar variabel bebas tidak saling memengaruhi secara kuat. Hal ini penting agar koefisien regresi 
yang dihasilkan dapat mencerminkan pengaruh masing-masing variabel secara akurat. Dengan 
demikian, hasil analisis regresi menjadi lebih dapat diandalkan. 

3.5. Uji Heteroskadastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varian residual 
antar pengamatan dalam model regresi, yang berarti jika varian residual tidak konstan, maka model 
regresi dinyatakan mengalami heteroskadastisitas. Pengujian ini digunakan untuk melihat kestabilan 
varian error dari setiap observasi. Jika varian residual sama, maka model dianggap memenuhi asumsi 
homoskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Uji Heteroskadastisitas 

Variabel Independen Sig (2-tailed) Nilai Interval Keterangan 
Administrasi Pajak Digital (X1) 0,189 

0,05 
Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 0,971 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 
Kesadaran Wajib Pajak  (X3) 0,128 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

 
Dari data yang diperoleh pada Tabel 5, masing-masing variabel independen X1, X2, dan X3 

memiliki nilai sig > nilai interval 0,05, maka dinyatakan variabel X1, X2, dan X3 tidak mengalami gejala 
heterokedastisitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan antar 
pengamatan. Dengan kondisi ini, model regresi tidak mengalami pelanggaran asumsi klasik pada aspek 
heteroskedastisitas. Hal ini memungkinkan analisis regresi dilakukan secara lebih akurat. 

3.6. Uji Regresi Linear Berganda 

Tujuan dari pengujian ini yaitu mengetahui dan menjelaskan kaitan antara dua atau lebih 
variabel independen. Pada penelitian melibatkan tiga variabel independent (administrasi pajak digital, 
kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak), sehingga model regresi linear berganda 
menggunakan persamaan (1): 
 
 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 (1) 
 
Diartikan Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel independent dilambangkan dengan X. Nilai Y ketika 
X adalah 0 disebut konstanta. Koefien regresi dilambangkan dengan b. 

Pengujian regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji ini menghasilkan nilai konstanta 
serta koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Nilai 
koefisien menunjukkan arah serta besar pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil lengkap pengujian regresi linear berganda tersebut disajikan pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Coeffocientsa 

 Unstandarized Coefficients Standarized Coefficients 
Variabel B Std.Error  

Constant 10.797 2.049  

Administrasi Pajak Digital (X1) .267 .077 .241 
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) .151 .037 .299 
Kesadaran Wajib Pajak (X3) .220 .035 .464 

 
Pada hasil perhitungan di Tabel 6, menggambarkan pengujian dari regresi linier berganda yang 

dihasilkan, dengan nilai konstanta sebesar 10.797 adalah Y = 10.797 + 0,267X1 + 0,151X2 + 0,220X3 yang 
apabila akurat menggambarkan bahwa variabel administrasi pajak digital, kualitas pelayanan fiskus, 
dan kesadaran wajib pajak > dari 0.  Nilai konstanta 10,797 dengan tanda positif yang berarti apabila 
administrasi pajak digital, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak adalah konstan atau 
tetap maka variabel Y akan naik sebesar 10,797. 

3.7. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model 
regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 
31. Melalui uji ini dapat diketahui proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 
independen. Semakin tinggi nilai R², maka semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antara 
variabel-variabel yang diteliti. Hasil pengujian koefisien determinasi secara lengkap ditunjukkan pada 
Tabel 7. 

 
Tabel 7. Koefisien Determinasi 

Model R R Squared Adjusted R Squared 
1 0,688 0,473 0,457 

 
Pengujian koefisien determinasi menghasilkan nilai R² sebesar 0,473. Nilai ini menunjukkan 

bahwa variabel independen pertama (X1), variabel independen kedua (X2), dan variabel independen 
ketiga (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen (Y) sebesar 
47,3%, sedangkan sisanya 52,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 
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ini. Nilai R² tersebut menggambarkan bahwa model memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang 
moderat. Hasil ini menandakan bahwa hubungan antarvariabel cukup kuat untuk digunakan dalam 
pengujian hipotesis berikutnya. 

3.8. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t (parsial) bertujuan untuk menganalisis pengaruh individual setiap variabel independen 
terhadap variabel dependen [24], [25]. Melalui uji ini, dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari 
masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian 
dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 31 dengan tingkat signifikansi 0,05 sebagai batas 
penerimaan hipotesis. Hasil pengujian parsial tersebut ditunjukkan pada Tabel 8.  

 
Tabel 8. Uji t 

Variabel Independen t hitung 
t tabel  

α; (df =N-k) 
Sig. 

Administrasi Pajak Digital (X1) 3,481 
1,661 

0,001 
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 4,128 0,001 
Kesadaran Wajib Pajak (X3) 6,348 0,001 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025) 
 

Berdasarkan hasil Tabel 8 Uji t, maka didapat hasil pengujian hipotesi secara parsial setiap 
variabel X: 

1. Hipotesis 1 memperlihatkan hasil pengujian variabel Administrasi Pajak Digital (X1) dengan 

nilai t hitung = 3,583 > t tabel = 1,661, dan nilai signifikansi = 0,001 < α = 0,05. Hasil ini 

memenuhi kriteria penerimaan hipotesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa Administrasi 

Pajak Digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Dengan demikian, H1 diterima. 

2. Hipotesis 2 memperlihatkan hasil pengujian variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) dengan t 

hitung sebesar 4,390 yang melampaui nilai t tabel 1,661, disertai nilai signifikansi 0,001 yang 

berada di bawah batas α = 0,05. Temuan ini mengkonfirmasi adanya pengaruh positif dan 

signifikan dari Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 

sehingga H2 diterima. 

3. Hipotesis 3 memperlihatkan hasil pengujian variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) dengan t 

hitung sebesar 4,218 yang melampaui nilai t tabel 1,661, disertai nilai signifikansi 0,001 yang 

berada di bawah batas α = 0,05. Temuan ini mengkonfirmasi adanya pengaruh positif dan 

signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga 

H3 diterima. 

 
4. DISKUSI 

4.1. Administrasi Pajak Digital berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kota Bandung. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel administrasi pajak digital memiliki koefisien 
regresi sebesar 0,267 dengan tanda positif. Koefisien ini mengindikasikan bahwa peningkatan satu unit 
administrasi pajak digital akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,267 
unit. Hasil tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa administrasi pajak digital dapat 
meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas pelayanan perpajakan sehingga mendorong 
kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem perpajakan berbasis digital 
mampu memperkuat transparansi dan kecepatan layanan yang mendorong peningkatan kepatuhan 
wajib pajak. 

http://u.lipi.go.id/1466480524
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4.2. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kota Bandung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Temuan ini kontras dengan 
penelitian [1] yang menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil ini mendukung penelitian [2], [3] yang 
mengkonfirmasi pengaruh positif kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Dalam konteks implementasi, kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong kepatuhan 
melalui penyediaan layanan yang aman, efisien, dan responsif. Era digitalisasi telah mengubah 
preferensi masyarakat yang kini mengutamakan layanan yang praktis, aman, dan cepat guna 
meningkatkan produktivitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

4.3. Kesadaran Wajih Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

di Kota Bandung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Temuan ini kontras dengan 
penelitian [1] yang menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil ini mendukung penelitian [2], [3] yang 
mengkonfirmasi pengaruh positif kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Dalam konteks implementasi, kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong kepatuhan 
melalui penyediaan layanan yang aman, efisien, dan responsif. Era digitalisasi telah mengubah 
preferensi masyarakat yang kini mengutamakan layanan yang praktis, aman, dan cepat guna 
meningkatkan produktivitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pengaruh Administrasi Pajak Digital, 
Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
di Kota Bandung, dapat disimpulkan beberapa temuan penting yaitu (1) Administrasi Pajak Digital 
terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah dan efisien proses 
administrasi pajak digital, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, (2) Kualitas 
Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh aparat fiskus. Pelayanan yang transparan, profesional, dan aman akan mendorong wajib 
pajak untuk lebih tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (3) Kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiap wajib pajak yang memiliki 
kesadaran tinggi terhadap kewajiban perpajakannya akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih 
baik. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi penting 
untuk pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan 
penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasan utama terletak pada aspek metodologi, di mana jumlah 
sampel yang digunakan relatif kecil yaitu sebanyak 100 responden, serta pelaksanaan penelitian 
dilakukan oleh satu peneliti dengan pendekatan kuantitatif yang terbatas pada pengujian hipotesis 
tertentu. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan jumlah responden yang 
lebih besar agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, 
peneliti selanjutnya dapat menerapkan pendekatan mixed-methods yang mengombinasikan metode 
kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai motivasi dan 
perilaku wajib pajak. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang 
berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta melakukan analisis yang lebih 
komprehensif untuk memperkaya hasil penelitian di bidang perpajakan. 
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